BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATT KARIMUN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEVMBERHENTIAN

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

PADA PH AYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHVIAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat
Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada
Pelayanan Kesehatan;

1 Pasal 18 ayat () Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1925;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan ~ Singingi dan  Kota Batam (Lembaran
Ne%ara Republik ~ Indonesia  Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Neﬁara Republik Indonesia
Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentan_ﬁ
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentan_%
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Neqr?ra Republik Indonesia Nomor 5587) seba%almana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang Lembaran ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentan_g
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) seba%almana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undan

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4502) _Seba?\?lmana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Laxanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republlik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 201 Tentagg Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republlik Indonesia Nomor 6402;
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Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
tentang Penyeleng[%araan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1039);

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
dan dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Keija
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 68
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 26 Tahun
2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hosl}s)ltal
BYLAWS] Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu
Kundur Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2020 Nomor 26);

VEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

DAN PEVBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PELAYANAN KESEHATAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bupati adalah Bupati Karimun. _

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

1

o abwWN

Karimun.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah.
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7. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tinikat pertama yang
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif
prefentif dan/atau paliatif diwilayah kerjanya. N

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem Kang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah, unit kerja pada
perangkat daerah atau organisasi bersifat khusus dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
Eengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

euangan daerah pada umumnya. _ _ _

9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola
adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai
negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kineija operasional dan
keuangan BLUD.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanju_tnga disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija
yang bekeija pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yanP memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. o _

12. Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang

dlan?(kat berdasarkan peijanjian keija untuk Jan ka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan
emerintahan. _ _ _

13. Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang?
sela}rgg}\r?ya dlsmgk_e}t Pegawai BLUD adalah pegawai yang bukan berasa
dari yang bekeija di BLUD. _ _ _

14. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola
adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai
negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan
keuangan BLUD yang terdirt dari pemimpin, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis.

BAB |
MAKSUD DAN TWIUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman dalam proses pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD.

BAB llI
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang LingkL(JJo Peraturan BuEati ini meliputi:
a.  Sumber daya manusia BLUD;

Pejabat Pengelola BLUD;

Kebutuhan pegawai BLUD;

Pengadaan,

Mekanisme pengadaan;

Pengangkatan, _

Kedudukan pegawai BLUD; _

Hak, kewajiban, larangan dan penghargaan pegawai BLUD;
Pemberhentian:;

—oQ O Q0D



J.  Pengembangan dan pembinaan; dan
k. Ketentuan penutup.

BAB IV
SUVBERDAYA MANUSIA BLUD

Pasal 4

(D) Sumber daya manusia BLUD RSUD terdiri atas :
a. Pejabat Pengelola; dan
b. Pegawall. _ _

(D Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertanggung jawab terhadap kineija umum operasional, pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.

(3 Pegawai sebagaimana dimaksud pada aE/)at (D) huruf b menyelenggarakan
kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. _

(4 Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:

a. PNS; dan
b. PPPK _ _ _

(® BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5 sesuai dengan
kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan
Brl_n3|p efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelolaan dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak.

© Peéabat_ Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya
sebagaimana dimaksud ayat (5 diangkat untuk masa iabatan lEal_lng lama
5 (lime) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode
masa jabatan berikutnya. _ _ _ _

© Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling
tinggi berusia 60 (enam puluhg) tahun atau sesuai dengan kebutuhan
khusus dengan persetujuan Bupati. _ _ _

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5 dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD daEat terdiri dari ASN dan/atau
tenaga profesional Non ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD, o

(2 BLUD memiliki hak menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi
sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

(3) Pemerintah Daerah bertan%%ungjawab untuk menyediakan sumber daya
manusia yang dibutuhkan BLUD untuk pelayanan.

(4) Sumber daya manusia pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau
penunjan(? pelayanan kesehatan. _ _ _

(5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan
dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan.

(6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4 merupakan
tenaga tidak tetap. o _

(7) Pemerintah Daerah dan Pemimpin BLUD bertanggungjawab dalam
pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) _engifm jumlah
dan kualifikasi disesuaikan derC%m hasil analisis beban kerja, kebutuhan
dan kemampuan pelayanan BLUD. _

(8) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
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BABV
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 6

(1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Pemimpin ;
b. Pejabat keuangan; dan
c. Pejabat teknis. _ _ _ _

(2) Sebutan Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis sebagaimana
dimaksud pada agat (1§ dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang
berlaku pada BLUD.

Pasal 7

1) Pejabat I?erégflola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati. o
3 EeI_JSk[);ﬂ keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin

Pasal 8

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD dan
Pegawal BLUD sebagaimana dimaksud dalam Eas_al 4 ayat (1), ditetapkan
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada _a){)at (1%,> merupakan kemampuan
dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 9

() Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas : _ _ _

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengﬁwasu mengendalikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
produktivitas; - _ -

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban
lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
menyusun Renstra;
menyiapkan RBA; _ _ _
mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain
pejdabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-
undangan;

g. men kgoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas
pengawasan internal,  serta ~  menyampaikan an
mempertanggungjawabkan kineija operasional serta keuangan BLUD
kepada Bupati; dan

- 000
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h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
kewenaré?_annya. _ _
(@ Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional
dan keuangan.

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang. _ _

(2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal
dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

(D) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas: _
merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
mengoordinasikan penyusunan RBg\

menylaﬁkan DPA _

melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

menyelenggarakan pengelolaan kas; _ _

melakukan Eengelolaan utanlg, piutang, dan investasi;

menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada

~dibawah penguasaannya; _ _

i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

{{ menyelenggarakan akuntansi dan rp])enyusunan laporan keuangan; dan
. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD
_ sesuai dengan kewenangannya. _ _

(@ Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

ada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

(3 Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu olen bendahara penerimaan dan bendahara
%en eluaran. _

(@ Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran
harus dijabat oleh PNS,

Qoo o

Pasal 12

(D) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas: _ _ _ _
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di

bidangnya; _ _ _ _
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai
dengan RBA | | | |
c. memimpin _dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dlbldangna{a; dan o
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau Pemimpin

BLUD sesuai dengan kewenangannya. _ _

2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis
operasional dan pelayanan di bld_angn%/a. _ _

3 Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud lEada ayat (1),
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
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_ Bagian Ketiga _
Pejabat Pengelola Dari Tenaga Profesional

Pasal 13

(D) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari
terpla%a profesional lainnya dalam rangka efektifitas praktik bisnis yang
sehat.

(9 Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUDyang berasal dari  tenaga

Ero esional lainnya sebagaima dimaksud pada ayat ((l? sesuai dengan

ebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan

B“nSIIQ efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan gelayanan.

rofesionalitas  sebagaimana dimaksud pada  ayat (2, berupa
pengetahuan, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi,
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

@ Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUDyang berasal dari tenaga
profesional lainnya ditentukan sebagai berikut: _

a. Pemimpin BLUD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan; dan o _

b. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pemimpin BLUD berdasarkan kebutuhan dan profesionalitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). _ _

(® Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya
dipekerjakan secara kontrak.

©)

BABM
KEBUTUHAN PEGAWAI BLUD

Pasal 14

21; Kebutuhan Pegawai BLUD sifatnya untuk memenuhi kekurangan ASN
2) Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
Ee_ngan memperhatikan formasi pada analisis jabatan dan analisis beban
eija.
(3) Rincian kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 15

(D Untuk memenuhi  kebutuhan formasi Pegawai BLUD dilaksanakan
engadaan Pegawai BLUD berdasarkan rencana pengadaan dan formasi
ebutuhan Pegawai BLUD. _ _

(9 Rencana pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diumumkan secara terbuka melalui: _ o
a. papan pengumuman BLUD sekurang-kurangnya 5 (limg) hari kerja
sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan/atau _
b. media online RSUD atau Puskesmas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
(3 Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD mempertimbangkan :
a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
b. profesionalisme; _
c. kemampuan pendapatan operasional (keuangan);
d. sarana dan prasarana yang tersedia; _
e. uraian dan petajabatan dan/atau analisa beban kerja; dan
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f. berdasarkan prinsifefisiensi, ekonomis dan produktif dalam
nger;ingkatkan pelayanan serta kebutuhan standar tenaga kesehatan
strategis.

(@ Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
sekurang-kurangnya memuat: _

a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;

b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;

c. alamat dan tempat lamaran; dan

d. batas waktu penerimaan lamaran. _

(® Formasi kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD setelah rencana kebutuhan
?éang diajukan mendapat persetujuan Bupati.

(6 Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5 setelah
mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan kebutuhan untuk
meningkatkan kineija pelayanan.

BAB VI
VEKANISVE PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 16

(D Berdasarkan kebutuhan _Pegﬁvvai BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), Pemimpin BLUD membuat perencanaan kebutuhan dan
engadaan Pegawai BLUD. _ _
erdasarkan perencanaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat él), Pemimpin  BLUD menentukan syarat jabatan dan jadwal
engadaan.
€] err%mpin BLUD selanjutnya membentuk tim.

Bagian Kedua
Formasi

Pasal 17

(D Jumlah dan kebutuhan Pegavvai BLUD mengacu pada formasi dan
kerangka kebutuhan seluruh Pegawai yang dibutuhkan BLUD, _
Pemimpin BLUD mengajukan formasi untuk pegawai BLUD kepada Bupati.
Penetapan formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2
ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 18

D bPeIalr<nar calon Pegawai BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai

erikut:

a. warga negara Republik Indonesia; _

b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling
tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan
Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau
paling tinggi berumur 45 C{émpat puluh lima) tahun untuk jenjang
pendidikan Strata 2 atau sederajat; _ _

c. tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai
negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
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d. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikelnarkan oleh pihak

f. persyaratan lainnya ditetapkan dengan peraturan Pemimpin BLUD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. _ _ _
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi
tenaga khusus yang diperlukan karena keahliannya ditentukan ole
Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati. _
(3 Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD meliputi:
a. pengumuman;
b. pendaftaran pelamar;
c. seleksi administrasi;
d. pelaksanaan tes;
e. pengumuman tes; dan
f. pengangkatan pegawai BLUD.
2) Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman, website resmi BLUD,
Pemerintah Daerah dan/atau media sosial lainnya paling sedikit memuat:
a. ]enis pekeijaan yang dibutuhkan;
b. jumlah kebutuhan; _ _
C. persyaratan ia_ng harus dipenuhi oleh pelamar;
d. tahapan seleksi; o
e. tempat dan alamat lamaran ditujukan;dan
f. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 20

(D Pelaksanaan pengadaan Pegavvai BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan oleh tim pengadaan atau tim
seleksi yang dibentuk Pemimpin BLUD.

(@ Pengawasan pelaksanaan tes dapat dilaksanakan bekerjasama dengan
Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Kelima
Pendaftaran

Pasal 21

8 Pendaftaran dilaksanakan secara langsung dan/atau elektronik.
Tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Seleksi

Pasal 22

(D Tahapan seleksi meliputi:
a. administrasi;
b. kompetensi; dan
C. tes kesehatan.
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(D Seleksi untuk pengadaan Pegawai BLUD dapat dilakukan secara
tertulis/ manual. _ B _

3 Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dapat bekeijasama dengan pihak
profesional dan berkompeten lainnya.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

(D) Hasil seleksi dilaporkan olen Tim Pengadaan Pegawai BLUD kepada
Pemimpin BLUD. _ _

(2 Pemimpin BLUD melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat ﬁl) kepada Bupati. o

(3 Peserta 3{ang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan olenh Pemimpin BLUD
untuk diumumkan pada papan pengumuman, website resmi BLUD,
Pemerintah Daerah dan/atau media sosial lainnya.

BAB IX
PENGANGKATAN

Pasal 24

(D) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai BLUD wajib
melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan. o

(2 Besaran penghasilan sela_njutnk/a ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin
BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

(3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelan pegawai yang bersangkutan
dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

(@ Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB X
KEDUDUKAN PEGAWAI BLUD

Pasal 25

1) Pegawai BLUD dipekeijakan secara kontrak. _
Peg%v_vlal BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhimya masa kontrak
apabila: _ _
a. formasi jabatan masih tersedia; dan S
b. menunjukkan prestasi keija yang baik berdasarkan evaluasi kineija.

3 Pengangkatan kembali Pegawali UD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD,

BAB X
HAK KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
PENGHARGAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26

(1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan kompensasi berupa ?(ali_/honor yang
besarnya disesuaikan dengan profesi/kompetensi, beban keija, tanggung
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jawab, Kinerja dan lain-lain sesuai standar harga/honor yang ditetapkan
Pemimpin BLUD, -

2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai
BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung
jawab, tugas dan Kineija sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

(3 Pembiayaan untuk gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD.

(4 Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji/honor dan penghasilan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ﬁ\gt (ﬁ dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 27

(D) Pegawai BLUD dalam pelaksanaan tugas Yang mengharuskan untuk
keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. _

2) Perjalan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan
tanggung jawab sebagal Pegawai BLUD. _ _ _

(@ Ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
%aLoLIzi\D ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin

Pasal 28

El Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti. o
Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. cuti tahunan;
b. cuti sakit; dan
C. cuti bersalin. _ _ _ _
(3 Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
Pemimpin BLUD,

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

Setiap Pegawai BLUD wajib : _

a. setia atau taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan
Negara Republik Indonesia; _

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten,
jujur, transparan dan tidak diskriminatif; _

c. mematuhi kontrak kerja dan peraturan internal yang berlaku
dilingkungan BLUD serta peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. menyimpan rahasiajabatan.

Pasal 30

Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
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Bagian Ketiga
Larangan dan Penghargaan

Pasal 31

Setiap Pegawai BLUD dilarang :

a.
b.

C.

€
2

€
2

menjadi pengurus dan/atau angigota partai politik;
menjadi anggota organisasi terlarang;
menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah.

Pasal 32

Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja

berdasarkan penilaian kineija. _ _

Tata cara dan kriteria l|§)_em erian penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
Pasal 33

Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya
diberikan penghargaan. _ _ _
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB Xli
PENVBERHENTIAN

Pasal 34

(1) Peganai BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan

apabila: N

a. atas permintaan sendiri;

b.meninggal dunia; _ _ o

c. diterima menjadi ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;

d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN;

e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau ada
engecualian L‘lgang karena keahliannya dapat diperpanjang oleh
emimpin BLUD; _ _ _ _

f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak
memungkinkan untuk bekeija secara layak yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat; atau

g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
a.

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam
ke%latan tidak sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

b. dihukum Ioenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
tingkat | yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana; atau _ _ _

c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati
dalam perjanjian kontrak sebagai Pegawai BLUD.

(3) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
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BAB Xlli
PENGEMBANGAN DAN PEIVBINAAN

Pasal 35

() Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD dapat diberikan
kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan/atau pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi. o _

(@ Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan/atau  pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 114 2025

BUPATI KARIMUN

SYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 2025

Fj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

A " hA/
DIUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 30



